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Abstract

For the last five years, Semarang City has shown significant improvements in its
public services, urban planning, and regional development.  Local government
leaders and most importantly financial performance of Semarang City Local
Government are some of the key factors behind its success. This research is aimed
to identify fiscal decentralization level of Semarang City Local Government within
2013-2017 by analyzing financial capacity of Semarang City, level of fiscal
decentralization, ratio balance between operational and capital expenditure, as
well as contribution of Regional Revenue (PAD) towards its Regional Budget
(APBD). The research indicates that Semarang City’s Fiscal Sovereign Rating
Position is at Participatory Level. Semarang City Local Government is considered
nearly capable in performing regional autonomy matters. Moreover, Fiscal
Decentralization Ratio Level shows that the financial capacity of Semarang City
is at moderate level with average proportion of 36,53%. Ratio between Daily
Expenditure and PAD (Regional Revenue) shows financial capacity of Semarang
City is at excellent position. In average, the proportion between daily and
development expenditure is 41.27% and 58.73% . Additionally, PAD contribution
towards Regional Budget (APBD) gradually increases each year.  In general,
financial performance of Semarang City Local Government improves every year.

Keywords: regional autonomy, fiscal decentralization, local revenue, financial
performance



262 Jurnal Borneo Administrator/Volume 13/No. 3/2017

Budi Prayitno

Mengukur Kemampuan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Semarang dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Tahun 2013-2017

Abstrak

Kota Semarang sepanjang kurun waktu lima tahun terakhir menunjukkan perubahan
yang signifikan, baik dari segi pelayanan, penataan kota, serta pembangunan. Selain
tidak lepas dari faktor pemimpin daerah, faktor lain yang tidak boleh dilupakan adalah
kinerja keuangan Pemerintah Kota Semarang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
derajat desentralisasi fiskal Pemerintah Kota Semarang dalam kurun waktu 2013- 2017
dengan menganalisis kemampuan keuangan daerah, derajat desentralisasi fiskal, rasio
keserasian antara belanja operasional dengan belanja modal, serta kontribusi PAD
terhadap APBD Kota Semarang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Rasio Kemandirian
Keuangan Pemerintah Kota Semarang berada pada level Partisipatif. Pemerintah Kota
Semarang dianggap sudah mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi daerah.
Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal juga menunjukkan kemampuan keuangan Pemerintah
Kota Semarang dalam level Sedang dengan proporsi rata-rata mencapai 36,53 %. Rasio
Pengeluaran Rutin dengan PAD menunjukkan Kemampuan Keuangan Pemerintah Kota
Semarang pada posisi Sangat Baik. Jika diproporsi secara rata-rata, proporsi antara
belanja rutin dan belanja pembangunan yakni 41,27 % berbanding 58,73 %. Demikian
juga kontribusi PAD terhadap total Pendapatan APBD menunjukkan kenaikan secara
bertahap dari tahun ke tahun. Secara umum kinerja keuangan Pemerintah Kota Semarang
menunjukkan kemampuan yang semakin baik dari tahun ke tahun.

Kata kunci : otonomi daerah, desentralisasi fiskal, pendapatan asli daerah, kinerja
keuangan

A. PENDAHULUAN
Kota Semarang sebagai Ibukota Provinsi Jawa Tengah sepanjang kurun waktu lima tahun

terakhir menunjukkan perubahan yang signifikan, baik dari segi pelayanan, penataan kota, serta
pembangunan. Beberapa perubahan yang dilakukan antara lain menyulap wilayah kumuh menjadi
kampung tematik dengan berbagai tema sebagai daerah tujuan wisata, menyalurkan kredit terendah
(Kredit Wibawa) guna membantu pelaku UMKM dalam permodalan usaha, program Si Cepat
Ambulance Hebat guna pelayanan gawat darurat seperti memberi pertolongan pada korban
kecelakaan, darurat medis, dan kondisi gawat darurat lainnya, penataan pedagang di beberapa
pasar yang dulunya terlihat kumuh, serta penataan Kawasan Kota Lama agar menjadi warisan
Dunia UNESCO pada tahun 2020 seperti pengentasan Kota Lama dari rob dan banjir, penataan
pedagang Kaki Lima, dan mengadakan berbagai event di kawasan tersebut untuk menggaetwisatawan.

Selain itu, Pemerintah Kota Semarang juga mendapatkan penghargaan Wahana Tata Nugraha
Kencana Tahun 2015 Bidang Perhubungan Darat. Penghargaan ini diberikan karena kemampuan
Pemerintah Daerah dan peran serta masyarakat dalam membangun dan mewujudkan budaya
keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan. Terkait hal ini, Pemerintah Kota Semarang juga dinilai
berhasil membangun sarana dan prasarana transportasi yang menghubungkan satu kota dengan
kota-kota lainnya. Kota Semarang saat ini telah mengembangkan transportasi umum melalui
penyediaan Bus Trans Semarang sebanyak 75 armada yang melayani kurang lebih enam koridor
serta pemasangan Area Traffic Control Systemyakni ruang kontrol untuk mengatur persimpangan
jalan dengan sistem CCTV.
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Sejumlah perubahan yang dilakukan Pemerintah Kota Semarang ini pada akhirnya membawa
Kota Semarang meraih penghargaan dari Pemerintah pusat sebagai Kota Berkinerja Tertinggi/Terbaik
Nasionalpada peringatan Hari Otonomi Daerah XXI Tahun 2017 di Alun-Alun Sidoarjo pada April
lalu. Penghargaan yang diberikan itu didasarkan atas penilaian terbaik dalam evaluasi kinerja
penyelenggaraan pemerintah daerah terhadap laporan pertanggung jawaban penyelenggaraan
pemerintah daerah 2015 yang dilakukan oleh Kemendagri dan BPKP. Dalam penilaian tersebut
setidaknya digunakan 900 lebih indikator penilaian yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Otonomi
Daerah Kemendagri dengan sejumlah indikator seperti laporan pertanggung jawaban pelaksanaan
APBD, informasi keuangan daerah, laporan kinerja instansi pemerintah daerah, serta indikator lain
seperti kebijakan, kelembagaan dan SDM pada otonomi daerah.

Keberhasilan yang ditunjukkan oleh Pemerintah Kota Semarang ini menjadi penanda bagaimana
otonomi daerah mampu membawa perubahan yang signifikan dan memberikan hasil nyata bagi
masyarakat. Selain tidak lepas dari faktor pemimpin daerah, faktor lain yang juga tidak boleh dilupakan
dalam mengukur kinerja pemerintah daerah adalah kinerja keuangan Pemerintah Kota Semarang
dalam mengalokasikan anggarannya untuk mendorong pembangunan di segala sektor.

Di era otonomi daerah, sesuai dengan UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keungan
antara Pemerintah Pusat, kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) memegang peran penting
karena menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan
pemerintahannya. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya PAD dibandingkan
dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain,misalnya bantuan dari pemerintah pusat
(DAU dan DAK) maupun dari pinjamin. Rasio kemandirian ini menggambarkan tingkat ketergantungan
daerah terhadap sumber dana ekstern. Semakin tinggi rasio kemandirian, berarti tingkat
ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern (terutama pemerintah pusat dan provinsi)
semakin rendah, demikian pula sebaliknya. Hal inilah sebenarnya yang menjadi kunci lain atas
keberhasilan pembangunan yang ditunjukan oleh daerah.
Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakahderajatdesentralisasifiskal Kota Semarang dan tingkat ketergantungan terhadap
transfer dana dari pemerintah pusat dalam kurun waktu 2013-2017?

2. Berapa besar kontribusi PAD terhadap APBD Kota Semarang 2013-2017?

B. METODEPENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Penelitian

ini berusaha untuk menghitung, menggambarkan dan menganalisis data komponen keuangan
Pemerintah Kota Semarang sepanjang kurun waktu 2013 - 2017, temasuk alokasi anggaran pada
tahun berjalan. Data dihitung menggunakan analisis derajat desentralisasi fiskal untuk mengetahui
kemampuan fiskal dalam mendukung program pembangunan Kota Semarang. Basis data yang
digunakan adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kota Semarang 2013- 2017,
Data APBD 2013 – 2017, serta Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Walikota
Semarang 2013- 2017.

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
Kemampuan keuangan daerah artinya kemampuan daerah untuk menggali sumber-sumber

keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai
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penyelenggaraan pemerintahannya dengan meminimalisasi ketergantungan terhadap pemerintah pusat.
Dalam mengukur kemampuan keuangan Kota Semarang dalam pelaksanaan otonomi daerah
sepanjang tahun 2013-2017 digunakan Indeks Kemampuan Keuangan (IKR) dengan rumus :

Kemandirian keuangan daerah (otonomi fiscal) menunjukkan kemampuan pemerintah daerah
dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahannya. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan
oleh besar kecilnya PAD dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain,
misalnya bantuan dari pemerintah pusat (DAU dan DAK) maupun dari pinjaman. Rasio ini
menggambarkan tingkat ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi
rasio kemandirian, berarti tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama
pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah, demikian pula sebaliknya. (Mahmudi, Manajemen
Keuangan Daerah, 2010).Berdasarkan hasil perhitungan rumus diatas, maka digunakan skala interval
untuk mengetahui rasio keuangan daerah sebagai berikut :

1. Nilai skala 0,00 – 25,00 % dikategorikan kemampuan keuangan daerahnya Rendah Sekali
dengan pola hubungan Instruktif

2. Nilai skala 25,01 – 50,00 % dikategorikan kemampuan keuangan daerahnya Rendah dengan
pola hubungan Konsultatif

3. Nilai skala 50,01 – 75,00 dikategorikan kemampuan keuangan daerahnya Sedang dengan
pola hubungan Partisipatif

4. Nilai skala 75,01 – 100,00 % dikategorikan kemampuan keuangan daerahnya Tinggi dengan
pola hubungan Delegatif.

Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal
Untuk mengukur tingkat pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan APBD untuk

memperoleh kondisi keuangan daerah adalah sebagai berikut(Ulum, 2009):

Untuk mengukur Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF):

Berdasarkan hasil perhitungan kedua rumus diatas, maka digunakan skala interval untuk
mengetahui kemampuan keuangan sebagai berikut :

1. Nilai rasio 0,00 – 10,00 % dikategorikan Sangat Kurang
2. Nilai rasio 10,01 – 20,00 % dikategorikan Kurang
3. Nilai rasio 20,01 – 30,00 dikategorikan Cukup
4. Nilai rasio 30,01 – 40,00 % dikategorikan Sedang
5. Nilai rasio 40,01 – 50,00 % dikategorikan Baik
6. Nilai rasio lebih dari 50 % dikategorikan Sangat Baik
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Rasio Indeks Kemampuan Rutin
Rasio indeks kemampuan rutin menggambarkan besarnya kemampuan pemerintah daerah

untuk membiayai pengeluaran rutin dalam melaksanakan kegiatan pemerintahannya. Semakin tinggi
indeks rasio kemampuan rutin maka semakin tinggi pula kemampuan keuangan dalam mendukung
otonomi daerah. Rumus yang digunakan untuk mengukur indeks kemampuan rutin adalah sebagai
berikut :

Berdasarkan hasil perhitungan rumus diatas, maka digunakan skala interval untuk mengetahui
indeks kemampuan rutin sebagai berikut :

1. Nilai rasio 0,00 – 20,00 % dikategorikan Sangat Kurang
2. Nilai rasio 20,01 – 40,00 % dikategorikan Kurang
3. Nilai rasio 40,01 – 60,00 dikategorikan Cukup
4. Nilai rasio 60,01 – 80,00 % dikategorikan Baik
5. Nilai rasio 80,01 – 100,00 % dikategorikan Sangat Baik

Dalam penelitian ini, pengeluaran rutin diperoleh dari bagian belanja operasi, hal ini dikarenakan
adanya perubahan peraturan mengenai kelompok belanja dalan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 24 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.

Rasio Keserasian
Keserasian ini menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya

pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang
dialokasikan untuk belanja rutin berarti persentase belanja pembangunan yang digunakan untuk
menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Secara sederhana
rasio keserasian ini dapat diformulasikan sebagai berikut (Mahmudi, Manajemen Keuangan Daerah,
2010)  :

Rasio Pertumbuhan
Rasio pertumbuhan menggambarkan seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam

mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang dicapai dari periode ke periode lainnya.
Rumus yang digunakan untuk mengukur rasio pertumbuhan adalah sebagai berikut :

Apabila semakin tinggi PAD, TPD dan belanja pembangunan diikuti dengan semakin rendahnya
belanja rutin maka pertumbuhannya adalah positif. Hal ini berarti daerah mampu mempertahankan
dan meningkatkan pertumbuhannya dari periode ke periode berikutnya.
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Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber

dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Indikator konstribusi PAD terhadap APBD tahun 2013-2017
dalam menunjang pelaksanaan otonomi daerah di Kota Semarang  adalah:

Konstribusi PAD sangat berpengaruh terhadap ketergantungan kepada bantuan pusat, dimana
pemerintah daerah harus meminimalisasi ketergantungan tersebut sehingga PAD menjadi bagian
sumber keuangan terbesar, yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Konstribusi PAD terhadap APBD Kota Semarang
Untuk menganalisis konstribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD tahun 2013-2017

dalam menunjang pelaksanaan otonomi daerah di Kota Semarang, maka digunakan rumus:

Untuk mengetahui berapa besarnya Konstribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dalam menunjang pelaksanaan Otonomi Daerah di Kota Semarang
digunakan rumus diatas. Sedangkan untuk mengetahui perkembangan dalam tahun anggaran 2013
-2017, maka kontribusi PAD dihitung tiap tahunnya dan dilihat persentasenya dari tahun ke tahun.

C. KERANGKA TEORI
Penelitian tentang Analisis Derajat Desentralisasi telah dilakukan (Syahputra, Kemandirian

Keuangan Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah di Aceh Tamiang, 2017). Hasil penelitian
menunjukkan bahwa derajat desentralisasi di Kabupaten Aceh Tamiang relatif rendah di angka 4,46
% - 6,96 %. Ini artinya sebagian besar pembiayaan kegiatan pemerintah di daerah tersebut sangat
bergantung pada bantuan pemerintah pusat. Temuan lain menunjukkan pemerintah Kabupaten Aceh
Tamiang belum mampu mendorong pendapatan asli daerah yang diharapkan menjadi sumber utama
pembiayaan pemerintahannya.

Penelitian yang dilakukan (Anastasia Sianturi, Peran Pendapatan Asli Daerah Dalam Menunjang
Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah (Studi pada Dinas Pendapatan Kota Batu), 2014)
menghasilkan temuan bahwa pendapatan asli daerah Kota Batu masih memiliki derajat desentralisasi
fiskal yang rendah sehingga menyebabkan tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap pemerintah
pusat. Kondisi ini menyebabkan kontribusi dalam pembangunan wilayah dan infrastruktur di wilayah
Kota Batu, Malang sangat rendah.

Penelitian terkait derajat desentralisasi fiskal juga dilakukan (Sari, Dampak Kebijakan
Desentralisasi Fiskal pada Daerah Tertinggal di Indonesia, 2014 ). Hasil penelitian menunjukkan
bahwa kebijakan desentralisasi fiskal di Indonesia yang bertujuan untuk memberikan peran dan
kemandirian daerah dalam peningkatan kualitas pelayanan publik ternyata tidak berjalan optimal.
Hal ini ditandai dengan derajat desentralisasi fiskal pada 183 kabupaten daerah tertinggal sepanjang
kurun tahun 2010–2012 yang sangat rendah dan meningkatnya alokasi Dana Alokasi Khusus tidak
memiliki hubungan yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat.
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Sebagian besar literatur desentralisasi fiskal cenderung menekankan pada kapasitas
desentralisasi fiskal yang besar dalam rangka kebijakan dan pelayanan publik. Dengan semakin
besar efisiensi pemerintah, maka dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Meski demikian, jika
diteliti secara rinci, banyak pemerintah daerah yang masih menggantungkan transfer dana dari
pemerintah pusat. Pemerintah daerah banyak yang tidak berhasil menggali sumber pendapatan asli
daerahnya untuk membiayai belanja pembangunan.

Otonomi Daerah
Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan

mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan
perundang-undangan. UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diamandemen dengan UU No.23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga mendefinisikan daerah otonom adalah kesatuan
masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan
aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Prinsip Otonomi Daerah

1. Prinsip otonomi seluas-luasnya merupakan prinsip otonomi daerah dimana daerah diberikan
kewenangan dalam mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan yang meliputi
kewenangan semua bidang pemerintahan kecuali kewenangan terhadap bidang politik luar negeri,
moneter, keamanan, agama, peradilan, serta fiskal nasional.

2. Prinsip otonomi nyata merupakan prinsip otonomi di mana daerah diberikan kewenangan dalam
menangani urusan pemerintahan yang berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang secara
nyata sudah ada dan dapat berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan
potensi dan ciri khas daerah.

3. Prinsip otonomi yang bertanggung jawab merupakan prinsip otonomi yang dalam sistem
penyelenggaraannya harus sesuai dengan tujuan dan maksud dari pemberian otonomi yaitu
untuk memberdayakan daerahnya masing-masing dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Asas Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal
Asas otonomi daerah adalah dasar yang digunakan oleh pemerintah pusat dalam memberikan

kewenangan kepada pemerintah daerah. Berdasarkan UU No. 32 tahun 2004 sebagaimana
diamandemen dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ada tiga asas otonomi
daerah, yaitu asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, dan asas tugas pembantuan. Konsekuensi dari
pelimpahan sebagian wewenang pemerintahan dari pusat ke daerah otonom tidak lain adalah
penyerahan dan pengalihan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia sesuai
dengan kewenangan yang diserahkan tersebut.

Konsekuensi berupa penyerahan dan pengalihan pembiayaan itu dikenal dengan desentralisasi
fiskal. Desentralisasi fiskal adalah suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang
lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintahan
yang dilimpahkan.Faktor keuangan merupakan faktor utama yang merupakan sumber daya finansial
bagi pembiayaan penyelenggaraan roda pemerintahan daerah.

Pesatnya pembangunan daerah menuntut tersedianya dana bagi pembiayaan pembangunan
yang menyangkut perkembangan kegiatan fiskal, yaitu alokasi, distribusi dan stabilisasi sumber-
sumber pembiayaan yang semakin besar.Ciri utama yang menunjukkan daerah otonom mampu
berotonomi terletak pada kemampuan keuangan daerahnya. Artinya, daerah otonom harus memiliki
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kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan
menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan
daerahnya. Dalam bidang keuangan daerah, fenomena umum yang dihadapi oleh sebagian besar
pemerintah daerah di Indonesia adalah relatif kecilnya peranan (kontribusi) PAD di dalam struktur
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dengan kata lain, peranan/kontribusi penerimaan
yang berasal dari pemerintah pusat dalam bentuk sumbangan dan bantuan, bagi hasil pajak dan
bukan pajak, mendominasi susunan APBD. (Tangkilisan, Manajemen Publik, 2005, hal. 72)

Tantangan dan permasalahan yang sering muncul seiring dengan pemberian otonomi daerah
adalah perimbangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menjalankan tugas pokok
pemerintahan. Perimbangan peran ini menyangkut perimbangan wewenang untuk menyelenggarakan
urusan-urusan pemerintahan dan perimbangan pengelolaan keuangan antara pemerintah pusat dan
daerah. Hal ini disebabkan antara lain :

a. Struktur keuangan yang berjalan dewasa ini masih mendudukan daerah dalam ketergantungan
kepada pemerintah pusat karena keterbatasan kewenangan dan keterbatasan kemampuan daerah
untuk menggunakan dana bantuan yang berasal dari pemerintah pusat.

b. Penyerahan urusan pemerintahan kepada daerah berdampak meningkatnya kebutuhan anggaran
untuk pembiayaan rutin dan pembangunan karena penyerahan urusan pemerintahan tersebut
tidak seiring dengan penyertaan sumber pendanaannya, sementara pada saat yang sama
kemampuan daerah untuk menyediakan anggaran tambahan masih sangat terbatas. (Tangkilisan,
Manajemen Publik, 2005, hal. 72)

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)
Menurut UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat

dan Pemerintah Daerah disebutkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah
suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah tentang
APBD. Adapun struktur APBD sesuai dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua atas Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
terdiri dari : Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, serta Pembiayaan Daerah.

a. Anggaran pendapatan daerah terdiri atas:PendapatanAsli Daerah (PAD) yang meliputi pajak
daerah, restribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan penerimaan lain-lain, Bagian
Dana Perimbangan yang meliputi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi
Khusus, serta pendapatan lain-lain yang sah seperti dana hibah atau dana darurat.

b. Anggaran Belanja Daerah yang digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan
daerah.

c. Pembiayaan daerah yaitu setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran
yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun
anggaran berikutnya.

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah keluaran/hasil kegiatan/program yang akan atau telah
dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran daerah dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
Kemampuan daerah dapat diukur dengan menilai efisiensi atas pelayanan yang diberikan kepada
masyarakat. Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah dilakukan untuk memenuhi tiga tujuan
yaitu (Mardiasmo, 2002, hal. 121):



Budi Prayitno

Mengukur Kemampuan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Semarang dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Tahun 2013-2017

269Jurnal Borneo Administrator/Volume 13/No. 3/2017

Sumber: Data diolah, 2017

a. memperbaiki kinerja pemerintah daerah
b. membantu mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan
c. mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah dilakukan untuk digunakan sebagai tolok ukur
dalam (Halim, 2007) :

1. Menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah
2. Mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah
3. Mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan

daerahnya.
4. Mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan

daerah.
5.  Melihat pertumbuhan atau perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan

selama periode waktu tertentu.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN
Menurut Data Badan Pusat Statistik tahun 2016, perekonomian Kota Semarang didominasi

sektor industri dan sektor perdagangan. Besarnya luasan wilayah yang dimiliki Kota Semarang
menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Kota Semarang untuk menetapkan skala prioritas
dalam pembangunan.

Tabel 1.
Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kota Semarang 2013 – 2017
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Dari hasil perhitungan yang dilakukan terhadap rasio kemandirian fiskal Kota Semarang, pola
hubungan keuangan yang ditunjukkan Pemerintah Kota Semarang menunjukkan perubahan signifikan.
Pada tahun 2013, hasil perhitungan terhadap rasio kemandirian Kota Semarang dengan
membandingkan komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan komponen Bantuan Pusat/
Prov dan pinjaman, pola hubungan yang ada adalah pola hubungan konsultatif. Pola hubungan
konsultatif ini mengindikasikan berkurangnya peran pemerintah pusat dalam konteks otonomi karena
Pemerintah Kota Semarang dianggap sedikit sudah mampu melaksanakan otonomi.

Sementara itu, pada kurun waktu 2014 hingga 2017, terjadi peningkatan rasio kemandirian
Kota Semarang. Peningkatan rasio ini diindikasi dengan rasio kemandirian yang sifatnya partisipatif.
Pola hubungan partisipatif ini ditandai dengan peranan pemerintah pusat yang semakin berkurang
mengingat tingkat kemandirianPemerintah Kota Semarang yang sudah mendekati mampu
melaksanakan urusan otonomi. Faktor utama penopang pergeseran pola hubungan ini adalah semakin
besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Semarang dari tahun ke tahun.

Dari tabel diatas terlihat bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) menjadi komponen terbesar
penyumbang pendapatan APBD Kota Semarang dari tahun 2013- 2017. Jika diperhatikan, kenaikan
transfer pemerintah pusat terhadap alokasi anggaran DAU mengalami kenaikan dari tahun ke tahun.Bahkan,
Dana Alokasi Umum yang diperoleh Kota Semarang menduduki porsi terbesar dalam komponen
keuangan daerah.Besarnya Dana Alokasi Umum ini karena semakin meningkatnya alokasi belanja rutin
pegawai karena semakin meningkatnya belanja pegawai yang variabelnya masuk dalam formulasi DAU.

Pada tahun 2015, Pemerintah Kota Semarang juga memperoleh Dana Insentif Daerah yang
peruntukannya dialokasikan untuk dana pendidikan. Namun karena kebijakan pemerintah pusat,
alokasi dana insentif disusun melalui instrumen tersendiri di luar dana perimbangan. Tujuan utama
dari kebijakan ini adalah mendorong pemerintah daerah, baik Provinsi, Kabupaten/Kota berlomba-
lomba meningkatkan kinerjanya sehingga dana insentif daerah ini nantinya diberikan dengan basis
ukuran adalah kinerja (performance).

Kenaikan yang cukup signifikan juga terjadi pada transfer Dana Alokasi Khusus. Bahkan
kenaikannya hampir lima kali lipat dibandingkan tahun 2013 – 2015. Dana Alokasi Khusus adalah
dana yang berasal dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu yang bertujuan
untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun non fisik yang merupakan urusan
daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Komponen terbesar kedua yang menyumbang porsi
terbesar adalah Pendapatan Bagi Hasil Pajak yang jumlahnya terus meningkat.

Tabel 2.
PerhitunganRasio Kemandirian Kota Semarang 2013 - 2017



Budi Prayitno

Mengukur Kemampuan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Semarang dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Tahun 2013-2017

271Jurnal Borneo Administrator/Volume 13/No. 3/2017

          Sumber: Data diolah, 2017

Memperhatikan hasil perhitungan rasio derajat desentralisasi fiskal Kota Semarang sepanjang
kurun tahun 2013 – 2017 terlihat bahwa proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Total
Pendapatan Daerah (TPD) berada pada tingkatan Sedang dengan skala interval derajat desentralisasi
fiskal beradapada interval 30,01 – 40,00. Artinya, pemerintah Kota Semarang belum sepenuhnya
mampu melepaskan diri dari bantuan pemerintah pusat untuk membiayai pengeluarannya meskipun
proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dihasilkan terus mengalami peningkatan.

Grafik 1.
Derajat Desentralisasi Fiskal Kota Semarang 2013 - 2017

Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal
Kemandirian fiskal daerah merupakan salah satu aspek yang sangat penting dari otonomi

daerah secara keseluruhan. Manfaat dari kemandirian adalah mendorong peningkatan partisipasi
prakarsa dan kreativitas masyarakat dalam pembangunan serta akan mendorong pemerataan hasil-
hasil pembangunan di seluruh daerah dengan memanfaatkan sumber daya serta potensi yang tersedia
di daerah. Karena hal ini berarti bahwa pemerintahan daerah secara finansial harus bersifat independen
terhadap pemerintah pusat dengan jalan sebanyak mungkin menggali sumber-sumber Pendapatan
Asli Daerah (PAD) seperti pajak, restribusi dan sebagainya.

Tabel 3.
Perhitungan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Kota Semarang 2013 - 2017
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Dari Tabel diatas, komponen terbesar dari pengeluaran rutin Kota Semarang tahun 2013 -
2017 adalah Belanja Pegawai. Jumlah belanja pegawai mengalami kenaikan signifikan sejak tahun
2015karenaadanya kebijakan Tunjangan Perbaikan Penghasilan bagi pegawai negeri di lingkungan
Kota Semarang. Bahkan mulai tahun 2016, Pemerintah Kota Semarang merencanakan kenaikan
anggaran untuk Tunjangan Perbaikan Penghasilan PNS rata-rata sebesar 75 % dengan berpedoman
pada ketetapan tentang tambahan penghasilan bagi PNS dan CPNS.Komponen lain yang juga
mengalami kenaikan signifikan sejak tahun 2016 adalah belanja bantuan sosial dan belanja hibah.
Pada komponen belanja bantuan sosial, Pemerintah Kota Semarang memfokuskan pemberian dana
bantuan sosial untuk warga miskin yang meninggal dunia, terkena musibah bencana alam, serta
beasiswa fasilitasi SPP/SPI bagi siswa SD/MI, SMP/MTS dan SMA/SMK.

Dengan memperhatikan grafik rasio derajat desentralisasi fiskal dipadukan dengan hasil
perhitungan rasio kemandirian, konstribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dihasilkan Kota
Semarang terhadap total pendapatan daerah secara keseluruhan cukup banyak mendongkrak
peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).Meski demikian, proporsi terbesar yang menyumbang
total pendapatan masih didominasi komponen bantuan pemerintah pusat/provinsi serta pinjaman.

Rasio Indeks Kemampuan Rutin
Indeks Kemampuan Rutin (IKR) dapat dinilai dengan menghitung Pendapatan Asli Daerah

dibagi total pengeluaran rutin atau belanja rutin dari bagian belanja operasi.Dalam penelitian ini,
pengeluaran rutin atau belanja rutin diperoleh dari bagian belanja operasi. Berikut adalah rincian
komponen pengeluaran/belanja rutin Kota Semarang :

Tabel 4.
Perhitungan Pengeluaran Rutin Kota Semarang 2013 – 2017
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Sumber: Data diolah, 2017

Komponen belanja pembangunan pada dasarnya disusun atas dasar kebutuhan masyarakat
sesuai dengan tuntutan dan dinamika yang berkembang untuk meningkatkan pelayanan dan
kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Dalam pembangunan daerah, masyarakat perlu dilibatkan
dalam proses perencanaannya sehingga kebutuhan mereka dapat dijabarkan dalam kebijakan-
kebijakan yang akan ditetapkan berdasarkan prioritas dan kemampuan daerah.
Belanja pembangunan terdiri dari:

1. Belanja barang dan jasa.
2. Belanja Modal

Tabel 5.
Perhitungan Rasio Indeks Kemampuan Rutin Kota Semarang 2013 – 2017

             Sumber: Data diolah, 2017

Dari tabel perhitungan rasio indeks kemampuan rutin Kota Semarang dapat disimpulkan bahwa
Indeks Kemampuan Rutin Kota Semarang sepanjang lima tahun terakhir berada dalam kondisi
Sangat Baik. Artinya, proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih mencukupi untuk menutupi
pengeluaran rutin dari tahun ke tahun. Hal ini karena komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD)
terus mengalami kenaikan. Kenaikan PAD ini juga mengindikasikan kemampuan Pemerintah Kota
Semarang dalam menggali sumber-sumber pendapatan baru.

Rasio Keserasian
Rasio keserasian mengukur proporsi belanja operasional dan belanja modal terhadap total

belanja APBD. Rasio keserasian belanja pembangunan Kota Semarang sepanjang kurun waktu
2013 – 2017 dipaparkan dalam tabel berikut :

Tabel 6.
Perhitungan Komponen Belanja Pembangunan Kota Semarang 2013 – 2017
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Grafik 2.
Rasio Keserasian Kota Semarang 2013 - 2017

Dengan memperhatikan grafik Rasio Keserasian Kota Semarang 2013 – 2017 terlihat bahwa
rasio belanja rutin dengan rasio belanja pembangunan menunjukkan proporsi yang positif. Rasio
belanja pembangunan dari tahun ke tahun selalu lebih tinggi dibandingkan belanja rutin. Peningkatan
yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2016 – 2017 dimana rasio belanja pembangunan mencapai
angka 60 % lebih dibandingkan belanja rutin.

Jika dilihat secara rata-rata dalam lima tahun terakhir, belanja pembangunan Kota Semarang
ada di angka 58,73 % sementara belanja rutin sebesar 41,27 %. Hal ini mengindikasikan pemerintah
Kota Semarang memberikan porsi pembelanjaan keuangan pada sektor-sektor yang produktif untuk
menunjang pembangunan di wilayahnya.

Rasio Pertumbuhan
Rasio pertumbuhan (growth ratio) mengukur seberapa besar kemampuan Pemerintah daerah

dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari periode ke periode
berikutnya.

Tabel 8.

Perhitungan Rasio Pertumbuhan Kota Semarang 2013 – 2017
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Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel sepanjang lima tahun terakhir dari berbagai komponen,
tampak sekali jika komponen APBD Kota Semarang menunjukkan pertumbuhan yang positif. Hal
ini terlihat dari rasio Pendapatan Asli Daerah yang diikuti oleh pertumbuhan belanja pembangunan.
Untuk lebih jelasnya, dibawah ini disajikan gambar yang menunjukkan pertumbuhan APBD yang
dilihat dari berbagai komponen penyusunan APBD yang terdiri dari PAD, total pendapatan daerah,
belanja rutin, dan belanja pembangunan.

Tabel 9.
Komposisi Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang 2013 - 2017

Sumber: Data Diolah, 2017.

Grafik 3.
Perhitungan Rasio Pertumbuhan Kota Semarang 2013 – 2017

Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD 2007-2011 dalam Menunjang Pelaksanaan
Otonomi Daerah di Kota Semarang

Otonomi daerah mendorong pemerintah daerah untuk mampu mengelola dan menggali sumber-
sumber pendapatan daerahnya sendiri, baik yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Dana
Perimbangan, serta penerimaan sumbangan dan bantuan lainnya.Kontribusi PAD terhadap APBD
Kota Semarang dapat dilihat dari komposisi berikut ini :
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Dari tabel Komposisi Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang 2013 – 2017 terlihat bahwa
Komponen terbesar dalam penerimaan PAD Kota Semarang adalah pajak daerah dan lain-lain
pendapatan asli daerah yang sah. Proporsi PAD yang diterima Kota Semarang rata-rata mencapai
60 % lebih dalam komposisi penerimaan PAD serta 20 % disumbang dari lain-lain pendapatan asli
daerah. Bahkan jika diperhatikan, realisasi pendapatan yang diperoleh Pemerintah Kota Semarang
melampaui target yang ditetapkan.

 Kenaikan pendapatan daerah yang diperoleh dari sektor pajak ini mampu melampaui target
karena adanya upaya peningkatan kualitas pelayanan, sistem dan prosedur administrasi pajak dan
restribusi daerah yang cepat dan sederhana. Disamping juga pengendalian dan pengawasan atas
pemungutan pendapatan daerah. Meski melampaui target, Pemerintah Kota Semarang mengakui
masih ada persoalan dalam upaya pencapaian PAD, antara lain : kesadaran wajib pajak daerah
yang belum melaporkan obyek pajak baru, belum memenuhi kewajiban, serta keterbatasan sarana
pelayanan wajib pajak di wilayah.

Dalam rangka mengatasi hal itu, pemerintah Kota Semarang telah berupaya untuk melakukan
sosialisasi, pembinaan, monitoring dan up dating obyek dan subyek pajak secara simultan. Bahkan,
untuk mendekatkan pelayanan, Pemerintah Kota Semarang menambah pengadaan mobil keliling
untuk melayani PBB sehingga Wajib Pajak dapat memenuhi kewajiban pembayaran pajak. Sementara
itu, pada komponen restribusi daerah yang diharapkan menjadi penyumbang pendapatan asli daerah,
tampak sekali terjadi penurunan dari tahun ke tahun. Secara umum tren penurunan ini disebabkan
adanya sejumlah persoalan seperti semakin menurunnya sewa bangunan, sewa penginapan, sewa
lapangan, pinjam pakai, rusaknya akses infrastruktur ke terminal Kota, belum up date-nya data
PKL, serta berbagai hal teknis lainnya.

Adapun rekapitulasi mengenai target dan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota
Semarang tahun 2013 - 2017 sebagai berikut:

Tabel 10.
Rekapitulasi Target dan Realisasi PAD Kota Semarang 2013 – 2017
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Grafik 4.
Kontribusi PAD Terhadap APBD 2013 - 2017

Berdasarkan grafik sepanjang kurun waktu lima tahun terakhir, Pendapatan Asli Daerah yang
diperoleh Pemerintah Kota Semarang secara rata-rata memberikan kontribusi sebesar 36,53 %
dari APBD. Kontribusi ini menempatkan skala interval kemampuan keuangan Pemerintah Kota
Semarang berada pada kriteria Cukup. Kriteria ini menunjukkan bahwa proporsi Pendapatan Asli
Daerah memberikan sumbangan yang cukup terhadap total pendapatan APBD. Hal ini
mengindikasikan bahwa kinerja keuangan yang ditunjukkan Pemerintah Kota Semarang dalam kurun
waktu lima tahun terakhir sangat memadai apabila ditinjau dari berbagai skala rasio fiskal kemampuan
keuangan daerah.

E. PENUTUP
Memperhatikan hasil perhitungan keuangan pemerintah daerah Kota Semarang pada kurun

waktu tahun 2013 – 2017 secara umum dapat disimpulkan bahwa Rasio Kemandirian Keuangan
Pemerintah Kota Semarang berada pada level Partisipatif. Artinya, peran pemerintah pusat semakin
berkurang karena tingkat kemandirian Pemerintah Kota Semarang yang sudah mendekati mampu
melaksanakan urusan otonomi daerah. Faktor penyumbang terjadinya pergeseran Rasio Kemandirian
ini adalah semakin besarnya Pendapatan Asli Daerah yang dihasilkan oleh Pemerintah Kota Semarang.
Meskipun proporsi Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, serta Bantuan Keuangan Pemerintah
Pusat, Provinsi dan pinjaman cukup besar dalam proporsi APBD, namun hal ini juga diikuti dengan
proporsi jumlah PAD yang kian meningkat dari tahun ke tahun. Sementara dari hasil perhitungan
terhadap Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal menunjukkan kemampuan keuangan Pemerintah Kota
Semarang dalam level Sedang dengan proporsi rata-rata yang mencapai 36,53 % dalam kurun
waktu lima tahun terakhir.

Dari hasil perhitungan terhadap pengeluaran rutin dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah,
Kemampuan Keuangan yang dimiliki Pemerintah Kota Semarang berada pada posisi Sangat Baik.
Meskipun pengeluaran rutin didominasi oleh komponen Belanja Pegawai dengan kebijakan Tunjangan
Perbaikan Penghasilan mencapai 96 persen. Proporsi belanja rutin ini jika dikomparasi dengan
belanja pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang juga diikuti dengan semakin
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meningkatnya rasio belanja pembangunan. Jika diproporsi secara rata-rata dalam lima tahun terakhir,
proporsi antara belanja rutin dan belanja pembangunan yakni 41,27 % berbanding 58,73 %. Demikian
juga kontribusi PAD terhadap total Pendapatan APBD juga menunjukkan kenaikan secara bertahap
dari tahun ke tahun. Secara umum kinerja keuangan yang ditunjukkan Pemerintah Kota Semarang
menunjukkan kemampuan yang semakin baik dari tahun ke tahun sehingga mampu melaksanakan
otonomi daerah dengan baik. Dengan kemampuan ini maka tidak heran jika Pemerintah Kota
Semarang diganjar berbagai penghargaan dari pemerintah khususnya dalam penyelenggaraan otonomi
daerah.
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